
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 419 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka terciptanya keserasian, keselarasan dan 
tertib administrasi, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Trubahari ernharn Negara 	 Indr,ne 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah. Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Tridonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

T 	 Nninr,r 
6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Perlo= TekniQ Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 T2d-iun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan 
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Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anzzaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2023 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. 

8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
benti k keka_r 	y'.ng berhi nbon  u1PngUn h. k ul un 
kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah. 

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Bupati :y-ang karena JCLLJCLLCA_1111 CL .111‘.,1111/ ully CLL i1e VV 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
daerah. 
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12. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola 
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

13. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 
Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab 
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

19. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

20. Kuasa Penggunaan Barang 	Daerah adalah Pejabat yrang 
ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya. 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melakukan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan -yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidangnya. 

23. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Direksi 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

24. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat 
keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan 
pengadaan barang/jasa. 

25_ Penyimpan Rarang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan 
barang. 
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26. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang 
ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 

27. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau 
Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

28. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
Kabupaten Ponorogo. 

30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka perencanaan dan penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

31. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/layanan jasa. 

32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

34. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana 
kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset 
Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Bendahara Umum 
Daerah. 

35. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan daerah. 

36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
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37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/jasa. 

38. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 

39. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas 
Daerah. 

40. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

41. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran. 

43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

44. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan APBD 
oleh Pengguna Anggaran. 

45. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

46. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

47. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
unit kerja SKPD. 

48. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan 
uang yang bersumber dari transaksi PPKD. 



49. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

50. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada unit kerja SKPD. 

51. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan transaksi PPKD. 

52. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 

53. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala 
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

54. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

55. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan; bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

56. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 

57. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan 
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan 
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

58. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan 
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 
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59. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan 
Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

60. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan 
Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan 
tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu. 

61. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi 
yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, 
dan waktu pembayaran tertentu. 

62. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah 
berdasarkan SPM. 

64. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 
perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan 
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk 
kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, 
termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat 
meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan 
dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang 
dituju di dalam negeri. 

65. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang 
dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah 
daerah dan pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka 
pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. 

66. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut 
SPPD adalah surat tugas kepada pejabat Negara, pegawai 
negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan 
perjalanan dinas. 

67. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

68. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus. 

69. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang 
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang 
jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat 
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Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan kuasa 
pengguna anggaran. 

70. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

71. Pemanfaatan Barang adalah pendayagunaan barang milik 
daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, 
kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun 
guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

72. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau 
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik 
atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

73. Pemindahtanganan Barang adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan 
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau 
disertakan sebagai modal pemerintah. 

BAB II 
SISTEMATIKA 

Pasal 2 

(1) Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024, mengatur mengenai : 
a. pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah; 
b. pelaksanaan, dan penatausahaan pendapatan; 
c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan 
d. pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan. 

(2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan sistematika, sebagai berikut : 
BAB I 	PENDAHULUAN 

BAB II 	PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN KEU-ANGAN 
DAERAH 

BAB III 	PELAKSANAAN 	DAN 	PENATAUSAHAAN 
PENDAPATAN 

BAB IV 	PELAKSANAAN 	DAN 	PENATAUSAHAAN 
BELANJA 

BAB V 	PELAKSANAAN 	DAN 	PENATAUSAHAAN 
PEMBIAYAAN 

BAB VI 	PENUTUP 

(3) Uraian secara rinci sistematika Pedoman Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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BAB III 
PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 29 Desember 2023 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 29-12-2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 419. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

